BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Allah tidak menghendaki manusia seperti hanya makhluk yang lain.
Allah menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas cinta, dan
kerelaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan menganjurkan
melaksanaakan pernikahan sekaligus terciptanya hukum yang mengaturnya
demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Allah mensyariatkan
aturan kepada manusia bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat
manusia demi terwujudnya tujuan hidup yang hakiki yaitu kemaslahatan di
dunia juga di akhirat. Maka dari itu Allah mengatur hubungan antara laki-laki
dan wanita secara terhormat dan saling ridho dengan sebuah perikatan yang
suci yaitu pernikahan.?

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat
penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya
perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur
masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi
negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan
masayarakat.*

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang memiliki

tujuan membentuk keluarga yang memiliki rasa kasih sayang antara sesama

*M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al-lkhlas, 1993), hal. 1
*Kutbuddin Aibak, Kajian Figh Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal.39



anggota keluarga yang penuh ketenangan.’Untuk mewujudkan pernikahan
yang sesuai dengan yang diinginkan, maka kedewasaan dalam hal fisik dan
rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-
cita dari pernikahan. Namun banyak dari masyarakat yang kurang menyadari
hal itu.

Perkawinan akan terjadi apabila telah terjadi ijab-gabul antara wali
perempuan dan calon suami yang dinamakan akad. Setalah Akad inilah
wanita dan laki-laki yang tadinya haram untuk melakukan segala hal yang
dilarang Allah menjadi sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan antara
laki-laki dan wanita, termasuk hubungan kelamin. Namun, hubungan kelamin
bukanlah yang menjadi tujuan tertinggi tetapi mendapatkan keturunan yang
sah dalam rangka merangkai generasi.® Melalui pernikahan inilah laki-laki
dan wanita dapat menyalurkan nalurinya dengan cara yang baik dan sahih
agar terlahir generasi yang shalih shalihah dan memelihara keturunan serta
menjaga kaum wanita agar tidak menjadi seperti rumput yang bisa dimakan
binatang ternak seenaknya’.

Pernikahn itu hausnya saling mencintai, sebab jika perkawinan
dilakukan tanpa ada rasa saling mencintai maka perkawinan itu tidak akan
bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung untuk

seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang Kketat dan

SKamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke-1 (Yogyakarta:
Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hal. 11

® Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hal. 108

" M. Thalib, Perkawinan..., hal. 1



merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan
diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan
pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan
jasmaniah adalah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan,
sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang
berasal dari darah daging mereka sendiri.?

Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang
menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi
kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya tentang memenuhi
kebutuhan biologis dan keiginan manusia akan tetapi lebih dari itu, suatu
ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.® Keadaan
tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia
yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan ketrampilan
nafkah harus menjadi pegangan. Ketrampilan tersebut tidak bisa didapat
dengan mudah apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia yang terlalu
muda karena kurangan persiapan.

Suami isteri harus setia satu sama lain, bantu membatu, berdiam
bersama, saling memberikan nafkah, dan bersama sama mendidik anak-anak.
Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu “perkumpulan”
(echtvereniging). Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami

mengurus kekayaan mereka bersama disamping berhak juga mengurus

62

8 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.
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kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan
kekuasaan prangtua dan selanjutnya memberi bantuan (bijstand) kepada si
isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum®®. Dalam
membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan
tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan
ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.™*
Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan
juga pengabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal
bertindak dan bertingkah laku. Seorang istri berdasarkan fikih klasik tidak
diperkenankan keluar rumah tanpa seizin suami bahkan puasa sunnah pun
tidak diperbolehkan tanpa seijin suami. Hak istri dan kewajiban suami
meliputi mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, kewajiban suami
mencampuri istrinya, kesenangan yang bebas, serta tidak cemburu berlebihan.
Hak yang berhubungan dengan keduanya (istri dan suami) meliputi baik
dalam berhubungan, hubungan seksual suami istri, dan warisan.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan
tujuan dari pernikahan maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus
dilaksanakan dalam perkawinan. Adapun dalam Islam memang tidak pernah
secara jelas membahas tentang usia perkawinan. Al-Qurian hanya
menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin

untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan

95ybekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXXI11, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal.28
" Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 155



tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana
hukum itu akan diundangkan.*?

Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya, baik
diatur dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2
yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*® dan KHI. Pernikahan
yang baik adalah pernikahan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang
cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di
bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan
dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar bisa pernikahannya disahkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui
di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka
pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta pasangan
tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.

Seperti dalam penetapan permohonan nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr oleh majelis hakim di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri, tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh
orang tua (pemohon) terhadap anak laki-lakiya yang masih berusia 16 tahun 6
bulan dengan kekasihnya yang telah berumur 17 tahun. Akan tetapi harapan

pemohon tidak berbanding lurus dengan penetapan yang dikeluarkan oleh

2Kamal Muchtar, Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), hal. 44
¥Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974



majelis hakim. Dalam putusannya majlis hakim menolak untuk memberikan
dispensasi kawin kepada mereka. Dalam pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim adalah bahwa anak pemohon tidak mampu
mewujudkan tujuan dari Qs. Ar-Ruum ayat 21 dengan asumsi bahwa di umur
yang belum genap 19 tahun bagi laki-laki tersebut belum terlihat kepantasan
secara fisik dan mental, disamping itupula dia belum bekerja serta belum
memiliki penghasilan yang dapat digunakan sebagai nafkah kepada calon
istrinya. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, permohonan para pemohon
secara formal dapat dibenarkan, namun untuk dapat dikabulkannya harus
memenuhi persyaratan bagi seseorang yang hendak menikah, yaitu adanya
kemampuan bagi calon suami secara finansial (al-baah).

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr tersebut menarik untuk dikaji ulang, melihat
keadaan darurat dari perbuatan anak tersebut yang telah menghamili calon
istrinya dan seiring berjalannya waktu tentu perutnya yang akan terus
membesar sehingga akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Di penetapan ini
mana yang lebih dikedepankan oleh majlis hakim menolak permohonan
dispensasi kawin tersebut padahal si perempuan sudah hamil. Oleh karena itu
peneliti ingin tau lebih dalam lagi tentang permasalahaan dispensasi nikah ini
dengan judul sebagai berikut “ Analisa Pertimbangan Majelis Hakim
Menolak Dispensasi Kawin Dalam Keadaan Hamil Di Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri (Perkara Nomor 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr).



B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas,

perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal

ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun

rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Bagaimana prosedur pemeriksaan dispensasi kawin dalam keadaan hamil
di  Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara  nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr?

Apa dasar hukum penolakan dispensasi kawin dalam keadaan hamil di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr menurut perspektif hukum islam dan
hukum positif?

Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim menolak dispensasi
kawin dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Perkara Nomor 0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan agar

penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai

berikut:



1. Untuk mendeskripsikan prosedur pengajuan dispensasi kawin dalam
keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor
0324/Pdt. P/2019/PA.Kab.Kdr.

2. Untuk menganalisis dasar hukum penolakan dispensasi kawin dalam
keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor
0324/Pdt. P/2019/PA.Kab.Kdr menurut perspektif hukum islam dan
hukum positif.

3. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim menolak dispensasi
kawin dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

perkara nomor 0324/Pdt. P/2019/PA.Kab.Kdr.

D. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual khususnya dalam
penerapan perkawinan khususnyadalam pemahaman dispensasi kawin
dalam keadaan hamil.
2. Secara Praktis
a. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk
menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat tentang Analisa
Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Dispensasi Kawin dalam
Keadaan Hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus

Perkara Nomor 0324/Pdt. P/2019/PA.Kab.Kdr)



b. Bagi lembaga, penelitian ini sebagai masukan yang membangun guna
meningkatkan kualitas lembaga yang ada, dan sebagai bahan
pertimbangan penentu kebijakan dalam lembaga.

c. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan agar dapat
dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi
terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan pertimbangan

majlis hakim menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama

E. Penegasan lIstilah
1. Penegasan Konseptual
Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu
dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak
yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak
teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung.**

“Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , Cet V,
(‘Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140
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b. Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan untuk calon
mempelai laki- laki ataupun perempuannya yang masih di bawah
umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi kawin terdiri
dari 2 kata, yaitu dispensasi dan kawin. Menurut kamus besar bahasa
Indonesia, dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-
ketentuan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku
secara formil.”> Sedangkan kata kawin adalah pengikatan diri pada
suatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi
syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki ataupun calon
pengantin perempuan.®

c. Kehamilan adalah masa dimana seorang wanita membawa embrio
atau fetus didalam tubuhnya'’. Sedangkan keadaan hamil adalah
situasi dimana seseorang perempuan berbadan dua.

2. Penegasan Operasional
Adapun yang penulis maksudkan dengan pertimbangan majelis
hakim tentang dispensasi kawin dalam keadaan hamil adalah penelaahan
suatu pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon
mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan,
bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita

belum mencapai 16 (enam belas) tahun karena disebabkan hubungan

Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition),
(Surabaya: Quantum Media Press, Cet. I, 2010), hal. 124

¥Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, Kamus Hukum ..., hal. 213

7 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kehamilan. diakses pada tanggal 16 Desember 2020
pukul 09:10 WIB.
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seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak terikat

perkawinan yang sah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan
yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai
berikut:

BAB | Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang
Latar Belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB Il Kajian Teori. Dalam bab ini berisi pengertian perkawinan
menurut hukum islam dan hukum positif, syarat sah dan rukun perkawinan
menurut agama dan hukum positif, batas usia perkawinan, pengertian
dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, syarat pengajuan dispensasi
kawin, factor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin,
dan penelitian terdahulu.

BAB Ill Metode Penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan metode
penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian. Yang berisi
pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan
data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi uraian tentang
paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan atau

pernyataan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan,
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dan temuan penelitian mengenai pertimbangan majelis hakim menolak
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Perkara nomor
0324/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr)

BAB V Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan sesuai dengan
rumusan masalah yakni, Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin
dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor
0324/Pdt. P/2019/PA.Kab.Kdr, Dasar hukum penolakan dispensasi kawin
dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor
0324/Pdt. P/2019/PA.Kab.Kdr menurut perspektif hukum islam dan hukum
positif, Pertimbangan majelis hakim menolak dispensasi kawin dalam
keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Nomor
0324/Pdt. P/2019/PA.Kab.Kdr).

BAB VI Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari
pembahasan sebelumnya. Pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan
sebelumnya yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran yang

dibuat  berdasarkan  hasil temuan dan pertimbangan peneliti.



